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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATUKAN BUPATI PEMALANG
NOMOFR  \¢ TAHUN 2023

TENTANG
PEMEIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BL PATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalarm rangka memberi kenyamanan dan
penghargesn atas hak masyarakat berkaitan dengan
kegiatan -endaftaran tanah untuk pertama Kkali yang
dilakukan secara serentak, perlu didukung dengan
pembiavean delam kegiatan persiapan pendaftaran tanah
sistematis lengkap;

b. bahwz dalam rangka percepatan dan efektifitas persiapan
pencaftarzon  tanah sistematis lengkap di Kabupaten
Pernalang, diperlukan partisipasi masyarakat karena
terdapat pembiayaan yang tidak tertampung dalam
Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

¢. hahwa urtuk memberikan landasan dan kepastian hukum
cdalam pembiayaan pelaksanaan pendaftaran tanah
sisternat s lengkap di  Daerah, perlu diatur dalam
Peraturan Bupati;

d. bzhwa be-dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan  Bupati tentang Pembiayaan Persiapan
Pendaitaran Tanah Sistematis Lengkap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lLingkungan Fropinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),

2. Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerint:har  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Iepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
teleh dubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
JUncdang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturzy Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lemnbare -~ Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambzahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 6830);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hek Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2221 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndoresia Nomor 6630);

5. Instruksi PFresiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di
Selurun Wilavah Republik Indonesia;

6. Keputusan Bersama Mentenn Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam
Negeri dar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Trarsmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor S590-
3167A Telun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pemboiayasn Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MIEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Buparti ini yang climaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vanz memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom:.
Bupati adalah Bupat: Pemalang.
Kantor Pertanahan adalalhh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se-Kabupaten Pemalang.
Pendaftaran Tanah adelah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan. pengolahan, perabukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yunidis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda
bukti haknya bagi bidanz-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak
milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu vyang
membebaninya.

7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL
adalah kegiatan pendafteran tanah untuk pertama kali yang dilakukan
secara serentak bagl sernua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama
lainnya yang setingkat dengan itu, vang meliputi pengumpulan dan
penetapan kebenaran ds:a fisik dan data yuridis mengenai satu atau
beberapa obyek pencaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

8. Peserta PTSL adalah masyarakat yang mengajukan permohonan PTSL.

9. Panitia Pelaksana PTSL adalah Panitia yang dibentuk dalam musyawarah
Peserta PTSL dalam rarghks membantu memfasilitasi kegiatan persiapan

PTSL.
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Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pembiayaan
pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL di Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian biaya dalam
pelaksanaan kegiatan persiapan PTSL di Daerah.

BAB II
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PTSL

Pasal 3

Biaya persiapan PTSL vang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara can/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dibebankan kepada Peserta PT3L..

Pasal 4

Pembiavaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a. kegiatan penyiapan dokumen;

b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan

c. kegiatan operasional petugas desa/ kelurahan.

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen antara lain:
Surat Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali;

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Surat Keterangan Tanah Bexas Milik Adat;

. Pernyataan Atas Batas Tanah dan Luas Tanah;

Kutipan Daftar Buku C;

Berita Acara Kesaksian; dan,/atau

dokumen lain yang dibutuhkan,

RSO0 T

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan pengadzan patok dan materai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b berups pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas
sebagai tanda batas bidang ranah dan pengadaan meterai 10.000 sesuai
kebutuhan.

Pasal 7

(1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas desa/ kelurahan sebagaimana
dimaksud dalanm Pasal 4 huruf ¢ berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
a. biaya penggandaan dokuraen pendukung;
b. biaya pengangkutan dar pemasangan patok; dan
c. transportasi petugas desa/ kelurahan dari kantor desa/ kelurahan ke
Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
(2) Besarnya biaya transportas: dihitung secara at cost (sesuai biaya riil yang
harus di sesuaikan).
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Pasal 8

Besarnya biaya persiapan PFPTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bidang tanah.
Biaya sebagaimana dimaksiud pada ayat (1) dikelola oleh Panitia Pelaksana
PTSL serta bukan merup:zkan retribusi dari Pemerintah Daerah atau
pungutan Pemerintah Desa.

Pasal 9

Dalam hal terdapat pembiayazn kegiatan yang tidak tercukupi sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 8 avat (1) maka biaya PTSL dapat ditambahkan sesuai
hasil kesepakatan musyawarel) antara Panitia Pelaksana PTSL dan Peserta
PTSL.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

Pasal 10

Mekanisme penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

dilaksanakan dengan tahapean sebagai berikut:

a. Panitia Pelaksana PTSL. melakukan musyawarah dan melibatkan
masyarakat Peserta PTSL secara langsung;

b. menentukan perkiraan jumlah kebutuhan barang dan jasa yang
dibutuhkan sesuai kebutuhan kelompok masyarakat, yang dituangkan
dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);

c. menyepakati jumlah biaya tambahan yang harus ditanggung oleh Peserta
PTSL.

Proses musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c,

dituangkan dalam Berita Aca-a Musyawarah.

fasal 11

Penggunaan biaya persiapan PTSL dipertanggungjawabkan oleh Panitia
Pelaksana PTSL kepada seluruh Peserta PTSL dan didukung dengan
administrasi pencatatan keuangan.

Apabila terdapat sisa biaye persiapan PTSL vang bersumber dari Peserta
PTSL maka penggunaannyz dikembalikan kepada Peserta PTSL melalui
musyawarah Peserta PTSL.

Proses musyawarah sebagain-ana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam
Berita Acara Musyawarah.

BAB III
PANITIA PELAKSANA 7SL DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN

Pasal 12

Dalam rangka pengelolaar biaya persiapan PTSL, dibentuk Panitia

Pelaksana PTSL cli tingkat desa,/ kelurahan.

Panitia Pelaksana PTSL di tirgkat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdin dari

a. Pelindung : kepala desz/ lurah.

b. Ketua . Dari unsur masyarakat peserta PTSL.

c. Sekretaris :Dari unsur perangkat desa/ petugas kelurahan
masyaraket peserta PTSL.
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d. Bendahara :Dari unsur masyarakat peserta PTSL.
e. Anggota :Dari unsur perangkat desa/ petugas kelurahan/
masvarakat peserta PTSL sesuai dengan kebutuhan.
(3) Panitia Pelaksana PTSL di tingkat desa/ kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas:
a. menyelesaikan berkas administrasi persyaratan PTSL;
b. melaksanakan pengelolaan keuangan biaya yang dibebankan kepada
masyarakat neserta PTSL; dan
c. menyusun lzporan hasil selaksanaan kegiatan persiapan PTSL.
(4) Pembentukan Fanitia PTS. di tingkat desa/ kelurahan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa,/ Lurah.

Pasal 13

Contoh Format Berita Acara Musyawarah, Rencana Anggaran Biaya (RAB),
Buku Administrasi Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan,
Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana
Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Buku Laporan
Pertanggungjawaban penggunaan biaya PTSL sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 14
Pemerintah Daerah membebaskan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) bagi pesecta PTSL dengan mekanisme sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
SOSIALISASI
Pasal 15
Pemerintah Daerah. dan Pemerntah Desa, melakukan sosialisasi pembiayaan
persiapan PTSL yang harus ditanggung oleh masyarakat.
BAB VI
KETHENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Permohonan PTSL yang telah dicaftarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati
ini, tetap dilaksanakan sesuai keétentuan peraturan perundang-undangan.



jdih.pemalangkab.go.id

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 31 Tahun 2018 tent:g Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap di kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten
pemalang Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 35 tahun 20°% (entang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pendattaran Tanah sistematis Lengkap D1 Kabupaten Pemalang (Berita Daerah
Kabupaten pemalang Tahun 2019 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Mei 2023

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PIEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinen s:suai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA K{?R'PAT? PEMALANG
.r/ )

2 —

-

/
/EJKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat |
NIP. 19680908 199803 1 003
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR .1§T TAHUN 2023

TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS
LENGKAP

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH

DESA/ KELURAHAN

KECAMATAN
Prda bard B0 oo , tanggal ........ M 1L ) S , telah dilakukan
musyawargh Calon Peserta ]P7SL..... untuk membicarakan / membahas

persiapan kegiatan PTSL. denger hasil sebagai berikut :

a. Merencanakan kegiatan F'TSL vang berlokasi di Desa/ Kelurahan.........
dengan jumlah peserta.......... bidang tanah, dan dengan rencana
anggaran biaya vang dibutuhkan sebesar.......... :

b. Membentuk Panitia Pelaksana PTSL yang selanjutnya akan ditetapkan
dengan keputusan Kepale Desa/ Lurah;

c. Menyepakati besamya bieva swadaya masyarakat sebesar.......
(maksimal Rp150.000)

d. Menyepakati kebutuhan barang dan jasa dalam kegiatan PTSL yang
selanjutnya akan dituang<an dalam RAB

[ TE—— dst

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PANITIA, PERWAKILAN PESERTA FTSL,

.....................

..................

Mengetahui,
KEPA_A DESA/ LURAH

.....................
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Lampiran Berita Acara Musyawarah:

Daftar Hadir anggota Pokmas Calon Peserta PTSL

KOP DESA/KELURAHAN

DAFTAR HADIR

Acara : Musyawarah Peserta PTSL dalam rangka persiapan kegiatan PTSL di

Alamat

| Tanda Tangan

Hari
Tanggal :
Waktu
Tempat :

Desa/Kelurahan .....
No | “Nama | Ursur
No, ~ Nama = Ursur
il & s o
2. | _Kepala Desa
3. | ___Perangkat Desa
4' e ._._R:I‘Jf.E;EE..___..__
. | _ Calon Peserta
T __Tokoh Masy.
dst{ __ (D4




g
S
o
E
X
o0
c
K
@
£
v
=
<
=1

epjued / sednjed reuorseiodo uereidey | III

1119303 qns

! ~ resejepy ueepeESUYd q

jojed ueepeduad ‘e

Jeiajey uep jyojed ueepedusag uejerdoy | II

I 1m0} qng

(1p‘Ldds
‘11od renp Ry /esaq’D ‘MM ‘sepey d.LM ©iesad 41 ) -

ueyynInqIp ued ure] uswnyo ueepuedduad ‘g

181d
B9S2 ISENIJUSP] UBP ISBSLIBJUIAU] UBIS] JI[NULIOY J

ueniauad yeresry 9

O nyng reyeq uednnyf ‘p

yeue], Sen| uep Jeue], sejeg ueejeAUIad jBING 'O

NIl UBegengug | UBBIBALLID J8Ing

T ey BwRlIag YUURL UBUOUOULIag JRING B
=y PINRRSIERY o

“ rerepepudd USWnI{og UsEpesuad |

- o | i I ! uswnyoq usderduag usivjsey ‘1 |
WS T TS VO S [ NN NEe— . o | |
L da) | | |
{dy) HvIwar ! NvaLVS | NVALYS | @W0T0A | NVVIEEHNAd NVIVIN . ON
| | VOVH L | N |
.......... NVLVAVOEY " NVHVANTAN/VSAd

1SLd NV.LVIODAM NVdVISNHd
(V) VAVIE NYd NYIYOONY VNVONTY

gdVy VAVIE NVIVOONV VNVONTE NVNNSNANId LVINJOd HOLNOD 'd



Jjenw Lmimcoﬂ esel uep nydue emag |

eAuy[[eqos /TS1d H24qo 23 esap ep Iseprodsuel], efuejog

A P10} gqng

ueinynduad uedurdwepuad wnuw uesep -

eniued jedel wnuiw UeXey -

yedey wnuip + Uesep q

ueqeme(Bunddueliog uriode] esa(] yeremedsnjy jedey -

uesnynduad ueduidurepua -

yored ueSuesewod SULIU) BLIISI] ISESI[BISOS - |

eniued 1eder - jedey - |

TSLd SOPSNA 1eMa] BIIUBJ UBNjUqUId ] -

Ndg Ienfip [eme I1ses[[eisog -

Jjedey wnuip + qoeusg ‘e

1S1Ld Euuuo.n& ueje(do) BWE[es WNUINW UeHEeW

o - AT 19303 gns

IO7TITRN SN 1Ry t._..._u._mi

101UBM SN 1Ry S-.-l-un- _

IIr oz qng

...,HM.ML.MUEDI BMag 0 i

:3:4.4 .v.&. ﬁ.,::m :ﬁﬂ_ _umﬁ.,ﬁmm

_._1:-_3 I._::.. __ﬂmﬂ_ﬁ._:_ -Dl

ex3uel werep yeiuey 93 esa(] sednja Isenodsuer] eferg o |

joled duesed uep jnysuy eser ‘q

yoied jenw 1exsuoq uep inxSue emag ‘€ |

NOrEd ueSuesewaq uep ueinydueduag eferg q

ueqeme(undduelrad uerode] nyng -

ueqemeBund8ueliad yng Nynq ueepueddusd elelq -

— e e

gunsinpuag uawno(] ueepuedduad vAelrg

|

jdih.pemalangkab.go.i

01




.............................................................

........................

yean] /esa(] Birday
"ENIIUE ] 2Oy BUIUB SLIR}aIa ‘eriiug ] BleyepuIy Inyeisdusy

......................... .mﬁ.ﬂwm.ﬁwﬁmm

I - - (IA+A+AI+III+II+ 1) 19301 yopuing |
o D !
. - - i i R o - wy G < | __

|

eAUISEYO[ §ueA ueInynduad ueduidwepuad jrodsuen guen o |

yored Sueseq uep nqsuy esep 'q
yojed jenw Jexduoq Uep N SUe BMIS ‘B

S
b
e
~
o0
<
&
©
£
@
<



5
S
o
3
X
o0
c
K
@
£
v
S
£
2,

...................

...............................

1S1d BIeyepuag

oaIvs

| NVNVNTEONId | NVVWINEANGD

ooooooooo

_

NVHWVINTAM/ VSAA 1SLd NVLVIDIA NILNVINAd SV nind

ILLANE "ON

NVONVAIYM NVIVNTIONHd NVA NVVININENAd NVLVLVONEd ISVILSININAY N¥MNd LYIWJOAd HOLNOD O

<l



jdih.pemalangkab.go.id
13

D. CONTOH FORMAT KEPUTJUSAN DESA PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

EMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN .............. DESA/KELURAHAN ........

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH .........
LB ) — b s TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTL AN PANITIA PELAKSANA
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA,/KELURAHAN .............

KEPALA DESA /LURAH......... ;

Menimbang: a. bchwa dalamr rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan
kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,
maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah
Sistemartis Lengkap;

b. bihwa berdesarkan hasil Musyawarah Peserta PTSL,
menvebutkarr bahwa pembentukan Panitia Pelaksana
Pendaftaran 7Tanah Sistematis Lengkap ditetapkan melaui
Keputusan Kepala Desa/Lurah;

c. behwa bercdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
delam huruf @ dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala IDesa  /Lurah tentang Pembentukan Panitia
Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkep Desa/
Kelurahan .... ‘

(=1
.

Mengingat Undang-'Jndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah ( Leml:aran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3587 ) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir cengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penctapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi  Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republ k Indonesia Nomor 6856 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentane Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Perrerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

14

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,;

Peraturan Menternn Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati Pemalang Nomor ..... Tahun ...... tentang
Pembiavaan “ersiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap:

MEMUTUSKAN:

Membentuk  Panitia Pelaksana Pendaftaran Tanah
Sistematis Lenglkep Desa/Kelurahan ....... dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan in.

Paniza sebazaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

Keputusan in., mempunyai tugas sebagai berikut:

a menghimpun berkas permohonan Pendaftaran Tanah
Sistemarns [engkap;

b melaksanekan musyawarah penghitungan kebutuhan
biaya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

c. mengelola anggaran yang bersumber dari masyarakat
peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
dalam rar gka pembiayaan kegiatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap;

d melaporkan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah
Sistematis .engkap Kepada Kepala Desa /Lurah .......... ;
Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana
dimaksud calam Diktum KESATU Keputusan ini
bertanggungjewab kepada Kepala Desa/Lurah ....... melalui

Sekretaris Desa/Sekretais Lurah .......... .

Segala biave jyang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini,  dibebankan pada masyarakat Peserta

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sesuai dengan hasil

musvawaran penghitungan kebutuhan biaya kegiatan PTSL.

Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku pada

tanggal ditetagokan.

Ditetapkan di ...........
pada tanggal : ...............

KEPALA DESA /LURAH ..,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...........
NOMOR : ... : S, / TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
FPELAKSANA PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN ..............

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DESA / KELURAHAN ........covvveen...
. | UNSUR/ KEDUDUKAN
L B s _ KEDUDUKAN | DALAM PANITIA o
| KEPALA
Bl it koo
DISA/LURAH SEHNEE
e .
5 A MASYARAKAT KETUA
U7 T PERANGKAT
DESA / KASI
Bl e e s s SEKRETARIS
_ /MASYARAKAT
o MASYARAKAT | BENDAHARA
3 MASYARAKAT ANGGOTA
k| E—— | MASYARAKAT ANGGOTA
|
- . oo
Bl et ! MASYARAKAT ANGGOTA
__________ .
KEPALA DESA/LURAH ......

........ SAERRBRESSNRSEBIEENRRNRRCRRERRRERA Y




......................................................................

BNISY e o yean/ esaq ereday]

....... ueyeIN(a)/esaq ISLd eniued e
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__ NVLVID@ NVVNVSNVIad ISVSITvad _ avy 00 ]
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Tt NELVAAEVH U NVILVINVOEH """ NVHVENTEN/VSad
TS.Ld NV.LVIDEN MNLNA LVIVAVASYIN VAVAVMS YNVA NVVNNDONId NVEVAVIDONNDDNVILYEL NVIOdVT

VNV NYVNNOONHd NVEVMVYONNDDNVLIEL NVIOdVT NN LYIWJIOd HOLNODO "d

9l

jdih.pemalangkab.go.id



jdih.pemalangkab.go.id

17

Lampiran:
DAFTAR PENGEMBALIAN SISA "ENGGUNAAN DANA PTSL

KOF DESA/KELURAHAN

DAFTAR FENGEMIBALIAN SISA PENGGUNAAN DANA PTSL

Besaran Sisa Penggunaan Dana PTSL

------------------------------------------------------------

..............................................................

No | Nama Peserta PTSL |  Alamat Besarnya Tanda Tangan
Pengembalian
e . N— (Rp)
Ly 2 e 3 , 4 5 6
—t—— . . e
SN
[ Jdumlah N B
5T o1 ] A —
Bendahara Panitia, Sekretaris Panitia Ketua Panitia,

........................................................
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Lampiran :
CONTOH FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PTSL

BERITA ACARA MUSYAWARAH
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PTSL

DESA/KELURAHAN

KECAMATAN
Pads Dhars 00 o TOnBeRl oo ; DA s , telah dilakukan
musyawarah Laporan Pertanggongawaban PTSL..... untuk membicarakan /

membahas Laporar Pertanagurigiawaban kegiatan PTSL, dengan hasil sebagai
berikut :

a. Menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan PTSL yang

berlokasi di Desa/Kelurah:n ........., dengan jumlah peserta.......... bidang
tanah, dan dengan anggaran biaya sebesar.......... dan telah digunakan
2l 2 dengan sisa periggunaan anggaran sebesar ........... :

b. Menyepakati besarnva biava pengembalian sisa penggunaan dana PTSL
kepacla pesert: PTSL sebesar .. (jika ada sisa );
c. Membubarkan Panitia Pela <sana PTSL ........ :

& s dst

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinva.

KETUA PANITIA PTSL SEKRETARIS PANITIA PTSL
DESA/KELURAHAN ... ... , DESA/KELURAHAN ...,

.....................

Viengetahui :

KEPALA DESA/LURAH ...............

.............................................

Pit. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

ttd

Salinan sesuei dengan aslinya cap

Plr. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

o o MANSUR HIDAYAT
/L"r R

/«:KU AD] SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199303 1 003



